
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 /PMK.01/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a . bahwa ketentuan mengenai Komite Pengawas Perpajakan 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 63/PMK.09/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan; 

b . bahwa untuk meningkatkan efektivitas, kelancaran, dan 

peran Komite Pengawas Perpajakan perlu 

menyempurnakan ketentuan mengenm komposisi 

keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

54/PMK.09 /2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4953); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 

tentang Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

63/PMK.09/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09 /2008 tentang Komite 

Pengawas Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 636); 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 IPMK.01I2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 87 IPMK.01I2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217 IPMK.01I2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 641); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 

54IPMK.09I2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 54IPMK.09I2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 63IPMK.09I2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Men teri Keuangan Nom or 54 I PMK. 09 I 2008 ten tang 

Komite Pengawas Perpajakan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 636) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh seorang 

Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap 

Anggota. 

(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas 

Perpajakan ditunjuk dan ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 

(3) Komite Pengawas Perpajakan terdiri atas Sekretaris 

Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian 

Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 5 (lima) 
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orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

orang bukan berasal dari pegawai negeri. 

(4) Sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 5 (lima) orang 

anggota yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki 

keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau 

kepabeanan dan cukai. 

(5) Susunan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite 

Pengawas Perpajakan ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. · 

(6) Anggota Komite Pengawas Perpajakan selain 

Sekretaris J enderal dan Inspektur J enderal 

Kementerian Keuangan se bag aim ana dimaksud pad a 

ayat (3) ditunjuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun 

dan dapat ditunjuk kembali oleh Menteri Keuangan 

untukjangka waktu satu periode. 

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal2A 

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 

Desember 20 19. 

Pasal II 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada •tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Maret 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Maret 2020 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 239 
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